
SALINAN 

 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 27 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PEMBEBANAN PEMBIAYAAN 

PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) yang berimplikasi pada turunnya 
kemampuan perekonomian di masyarakat khususnya di 
Kabupaten Ponorogo dan dalam rangka mendukung 
percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis di 
Kabupaten Ponorogo, maka ketentuan Pembebanan 
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 
41 Tahun 2018, perlu untuk dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 
Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 	tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501); 

7. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional 
Sadar Tertib Pertanahan; 

8. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor : 25/SKP/V/2017, Nomor : 590-3167A 
Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan 
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis; 

9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2018 Nomor 41); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT1 PONOROGO NOMOR 41 
TAHUN 2018 TENTANG PEMBEBANAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN 
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP. 

Pasal I 

Ketentuan pada Pasal 11 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 
Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2018 Nomor 41), diubah sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 

Pemerintah Daerah memberikan pembebasan atas Pajak Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi 
masyarakat pemohon atau peserta program PTSL. 



CATUR 
NIP. 19 

WAN S.H. 
07 199303 1 008 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 1 Maret 2021 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 1 Maret 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 27. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 
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